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The optimization of local tax revenue after the COVID-19 pandemic
is essential to strengthen fiscal independence in Jambi City. This
study aims to analyze local tax performance before and after the
pandemic, identify differences in tax recovery patterns, and determine
priority strategies for optimizing local tax revenue using the Analytical
Hierarchy Process (AHP). This study employs a mixed-method
approach using secondary data from local government financial
reports for the 2014—2024 period and primary data obtained from
expert judgments involving eight experts selected through purposive
sampling. The analysis was conducted using financial performance
indicators and AHP based on pairwise comparisons among criteria
and alternative strategies. The results show that the COVID-19
pandemic negatively affected local tax revenue performance;
however, tax revenue gradually recovered during the post-pandemic
period. The recovery patterns varied among tax types, with several
taxes exceeding pre-pandemic levels, while Parking Tax and
Advertisement Tax showed slower recovery, reaching 59.9% and
80.6% of their 2019 revenue levels, respectively. The AHP analysis
indicates that the main priority criteria are effectiveness (47.6%),
contribution to local revenue (28.8%), ease of implementation
(15.4%), and sustainability (8.1%), with a consistency ratio (CR) of
0.019. The priority strategies are: (1) integrated payment and tax
monitoring systems (46.6%), (2) digital supervision of parking tax
(27.7%), (3) restructuring and updating advertisement tax databases
(16.1%), and (4) strengthening tax law enforcement (9.6%). The study
concludes that improving local tax governance through digitalization,
integrated data systems, and stronger monitoring mechanisms is
more effective than relying solely on administrative enforcement.
These findings provide policy recommendations for BPPRD Jambi
City in strengthening local revenue capacity and reducing fiscal
dependence on central government transfers.

2026 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat kemandirian fiskal
Kota Jambi meskipun implementasi otonomi daerah telah memberikan kewenangan
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yang luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Data APBD
Kota Jambi tahun 2014-2024 menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) terhadap total pendapatan daerah masih berada pada kisaran 18,3%—-27,5%,
sedangkan ketergantungan terhadap dana transfer pusat pada tahun 2024 masih
mencapai 74,2%. Pajak daerah merupakan sumber utama PAD dengan kontribusi
lebih dari 75%, sehingga optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi faktor penting
dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Pasca pandemi Covid-19, kinerja pajak daerah Kota Jambi menunjukkan pola
pemulihan yang berbeda antar jenis pajak. Beberapa pajak seperti Pajak Restoran
dan Pajak Penerangan Jalan mengalami pemulihan yang relatif cepat, sedangkan
Pajak Parkir dan Pajak Reklame masih menunjukkan kinerja yang belum optimal.
Realisasi Pajak Parkir tahun 2024 hanya mencapai Rp3,782 miliar atau 58,20% dari
target, sedangkan Pajak Reklame sebesar Rp9,981 miliar atau 103,97% dari target,
namun masih lebih rendah dibandingkan capaian sebelum pandemi. Kondisi tersebut
mengindikasikan adanya permasalahan struktural seperti lemahnya pengawasan,
keterbatasan pendataan objek pajak, penggunaan sistem pembayaran manual,
perubahan pola promosi usaha ke media digital, serta masih adanya objek pajak yang
belum teridentifikasi secara optimal.

Berbagai alternatif strategi telah dilakukan oleh BPPRD Kota Jambi, seperti
digitalisasi sistem perpajakan, penggunaan tapping box, penguatan pengawasan, dan
intensifikasi penagihan. Namun, keterbatasan sumber daya menuntut adanya
penentuan prioritas strategi yang tepat dan objektif. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis perkembangan kinerja pajak daerah sebelum dan
sesudah pandemi Covid-19, mengidentifikasi perbedaan pola pemulihan antar jenis
pajak daerah, serta menentukan prioritas strategi optimalisasi pajak daerah
menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).

Metode AHP dipilih karena mampu mengakomodasi penilaian berbagai
pemangku kepentingan berdasarkan sejumlah kriteria secara sistematis dan terukur.
Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi BPPRD
dan Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun strategi optimalisasi pajak daerah yang
efektif, meningkatkan PAD, serta memperkuat kemandirian fiskal Kota Jambi secara
berkelanjutan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menganalisis
efektivitas penerimaan pajak daerah, strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD), atau digitalisasi administrasi perpajakan secara terpisah, penelitian ini
mengintegrasikan analisis kinerja pajak daerah sebelum dan sesudah pandemi Covid-
19 dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan
prioritas strategi optimalisasi pajak daerah. Pendekatan tersebut memberikan
kontribusi dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih terukur
berdasarkan penilaian para ahli terhadap berbagai alternatif strategi peningkatan
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penerimaan pajak daerah di tingkat pemerintah kota.

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan daerah merupakan bagian dari sistem keuangan negara yang
dikelola berdasarkan prinsip desentralisasi fiskal untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik. Menurut Halim (2019), kemampuan daerah
dalam membiayai kebutuhan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kapasitas
Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama yang berasal dari pajak daerah. Semakin
besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin tinggi tingkat
kemandirian fiskal suatu daerah.

Dalam perspektif kebijakan fiskal, Musgrave & Musgrave (1989) menjelaskan
bahwa pemerintah memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan
stabilisasi. Pada tingkat daerah, fungsi tersebut diwujudkan melalui pengelolaan
pendapatan dan belanja daerah secara efektif. Bird & Smart (2002) menegaskan
bahwa optimalisasi penerimaan daerah, khususnya pajak daerah, menjadi faktor
penting dalam mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari
pemerintah pusat.

Optimalisasi pajak daerah tidak hanya dipengaruhi oleh potensi ekonomi, tetapi
juga oleh kualitas administrasi perpajakan. Mardiasmo (2021) menyatakan bahwa
peningkatan penerimaan pajak daerah dapat dilakukan melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan sistem
administrasi perpajakan. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa penelitian terdahulu
menunjukkan bahwa digitalisasi dan penguatan basis data menjadi faktor penting
dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Effendi et al. (2021) menemukan
bahwa optimalisasi pajak daerah masih menghadapi kendala berupa ketidaksesuaian
target dengan potensi riil, keterbatasan basis data, kualitas sumber daya manusia,
dan pemanfaatan teknologi. Ramadhan (2024) juga menunjukkan bahwa strateqgi
digitalisasi sistem pemungutan dan penguatan administrasi perpajakan menjadi faktor
utama dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pasca pandemi.

Selain aspek administrasi, penelitian Sagala et al. (2024) menunjukkan bahwa
penguatan regulasi, pemanfaatan sistem informasi perpajakan, dan peningkatan
kapasitas aparatur merupakan strategi penting dalam meningkatkan PAD. Sementara
itu, Marhamah & Harsono (2025) menemukan bahwa tingginya efektivitas PAD
belum selalu menunjukkan kemandirian fiskal apabila ketergantungan terhadap dana
transfer pemerintah pusat masih tinggi.

Dalam menentukan strategi prioritas, penelitian ini menggunakan metode
Analytical Hierarchy Process (AHP) yang dikembangkan oleh Saaty (1980).
Metode AHP digunakan karena mampu menggabungkan aspek kuantitatif dan
kualitatif melalui perbandingan berpasangan untuk menghasilkan prioritas alternatif
kebijakan. Menurut Marimin & Maghfiroh (2010), AHP sesuai digunakan dalam
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pengambilan keputusan yang melibatkan banyak kriteria dan alternatif strategi.

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian terdahulu lebih banyak membahas
efektivitas PAD, strategi peningkatan pajak daerah, dan digitalisasi administrasi
perpajakan secara umum. Namun, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan
analisis kinerja penerimaan pajak daerah dengan metode AHP untuk menentukan
prioritas strategi optimalisasi pajak daerah pasca pandemi COVID-19 pada tingkat
pemerintah kota. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan
tersebut melalui analisis prioritas strategi optimalisasi pajak daerah di Kota Jambi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini  menggunakan pendekatan mixed method dengan
mengombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis kinerja pajak
daerah dan strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi pasca
pandemi Covid-19. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder.

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Pemerintah Kota Jambi, Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), serta literatur
ilmiah yang relevan selama periode 2014-2024. Data primer diperoleh melalui
kuesioner AHP kepada delapan orang expert yang dipilih menggunakan teknik
purposive sampling. Responden dipilih berdasarkan kompetensi dan pengalaman
dalam pengelolaan pajak daerah, kebijakan fiskal daerah, serta pengawasan
penerimaan pajak. Data kualitatif digunakan sebagai informasi pendukung dalam
menginterpretasikan hasil analisis kuantitatif. Analisis data dilakukan melalui tiga
tahap. Pertama, analisis kinerja keuangan daerah menggunakan beberapa indikator
rasio, yaitu rasio pertumbuhan PAD, rasio kontribusi pajak daerah terhadap PAD,
rasio efektivitas pajak daerah, rasio kemandirian fiskal, dan indeks pemulihan
penerimaan pajak pasca pandemi. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan
perkembangan dan kemampuan fiskal Kota Jambi.

Kedua, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi faktor

penghambat dan strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak
daerah melalui hasil wawancara dan kajian dokumen.
Ketiga, penentuan strategi prioritas dilakukan menggunakan metode Analytical
Hierarchy Process (AHP) yang dikembangkan oleh Saaty. Penilaian dilakukan
melalui perbandingan berpasangan antar kriteria dan alternatif strategi berdasarkan
expert judgement. Kriteria konsistensi penilaian diuji menggunakan Consistency
Ratio (CR) dengan batas nilai <0,10. Hasil akhir analisis AHP menghasilkan urutan
prioritas strategi optimalisasi pajak daerah yang dapat menjadi rekomendasi kebijakan
bagi BPPRD Kota Jambi.

Indikator Analisis Kinerja Pajak Daerah

Analisis kinerja pajak daerah dilakukan menggunakan beberapa indikator untuk
menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan
pajak. Indikator yang digunakan meliputi kontribusi pajak daerah terhadap PAD,
efektivitas pajak daerah, kemandirian fiskal, dan indeks pemulihan penerimaan pajak
pascapandemi.
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a. Rasio Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Rasio Kontribusi Pai k_Realisasi Pajak Daerah 100%
asio Kontribusi Pajak = Total PAD X 0

b. Rasio Efektivitas Pajak Daerah
Realisasi

Rasio Efektivitas = —— x 100%
Target
c. Rasio Kemandirian Fiskal
PAD
Rasio Kemandirian Fiskal = X 100%

Total Pendapatan Daerah
d. Indeks Pemulihan Pajak

_ Realisasi Tahun Berjalan
Indeks Pemulihan = — x 100
Realisasi Tahun Dasar

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Jambi, ibu kota Provinsi Jambi yang memiliki
peran strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan aktivitas ekonomi
regional. Kota Jambi memiliki luas wilayah sekitar 205,38 km? yang terdiri atas 11
kecamatan dan 68 kelurahan.

Pengelolaan pajak daerah Kota Jambi dilaksanakan oleh Badan Pengelola
Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi sebagai perangkat daerah yang
bertanggung jawab dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah dan peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). BPPRD memiliki fungsi utama meliputi perencanaan
target penerimaan, pendataan wajib pajak, pemungutan pajak, pengawasan
kepatuhan, pelayanan perpajakan, serta pengembangan sistem digital perpajakan
daeranh.

Dalam mendukung peningkatan PAD, BPPRD Kota Jambi telah melakukan
berbagai upaya modernisasi administrasi perpajakan, antara lain melalui digitalisasi
pembayaran pajak, penggunaan sistem monitoring transaksi, serta penguatan
pengawasan terhadap wajib pajak. Jenis pajak yang dikelola meliputi Pajak Barang
dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, PBB-P2, BPHTB, serta
jenis pajak daerah lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Perkembangan penerimaan menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan komponen
terbesar dalam struktur PAD Kota Jambi. Selama periode 2014-2024, PAD Kota
Jambi mengalami peningkatan dari Rp275,30 miliar pada tahun 2014 menjadi
Rp454,90 miliar pada tahun 2024. Namun, terjadi penurunan penerimaan pada tahun
2020 akibat dampak pandemi Covid-19, sebelum kembali mengalami peningkatan
pada periode pemulihan ekonomi. Pajak daerah meningkat dari Rp165,20 miliar pada
tahun 2014 menjadi Rp330,10 miliar pada tahun 2024, menunjukkan peran penting
sektor perpajakan dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

Responden dalam penelitian ini terdiri atas 8 orang expert yang dipilih menggunakan
metode purposive sampling untuk analisis Analytical Hierarchy Process (AHP).
Responden tersebut berasal dari unsur pemerintah daerah (BPPRD Kota Jambi)
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sebanyak 4 orang, akademisi sebanyak 2 orang, praktisi/notaris-PPAT sebanyak 1
orang dan 1 orang darianggota DPRD Kota Jambi. Pemilihan responden dilakukan
berdasarkan pengalaman dan pemahaman terhadap pengelolaan pajak daerah
sehingga mampu memberikan penilaian dalam menentukan strategi optimalisasi
penerimaan pajak daerah. Jumlah responden dalam penelitian AHP tidak ditentukan
berdasarkan ukuran sampel statistik, tetapi berdasarkan tingkat kompetensi dan
pengalaman responden terhadap objek penelitian. Oleh karena itu, delapan orang
expert yang dipilih telah memenuhi prinsip expert judgement karena memiliki
pemahaman mengenai pengelolaan pajak daerah, kebijakan fiskal daerah, serta
proses optimalisasi penerimaan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kinerja Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pajak daerah Kota Jambi
mengalami fluktuasi selama periode 2014-2024. Sebelum pandemi Covid-19,
penerimaan pajak daerah menunjukkan pertumbuhan positif dengan pertumbuhan
tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 18,78%. Namun, pada tahun 2020 terjadi
kontraksi akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan pertumbuhan pajak daerah
turun sebesar -15,22%.
Tabel 1. Perkembangan Pajak Daerah Kota Jambi Tahun 2019-2024

Tahun ﬁcial?:say Pajak Daerah (Rp Fz;tumbuhan Kondisi
2019 (284,50 18,78 Sebelum pandemi
2020 (241,20 -15,22 Dampak pandemi
2021 (267,40 10,86 Awal pemulihan
2022 (330,70 23,67 Pemulihan meningkat
2023 |342,60 3,60 Stabil

Kondisi
2024 330,10 -3,65 pascapandemi

Pasca pandemi, penerimaan pajak daerah mulai mengalami pemulihan. Pada tahun
2022 pertumbuhan pajak daerah mencapai 23,67%, menunjukkan adanya percepatan
pemulihan ekonomi daerah. Hingga tahun 2024, nilai pajak daerah mencapai
Rp330,10 miliar, lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi tahun 2019.

Pola Pemulihan Jenis Pajak Daerah

Analisis indeks pemulihan menunjukkan bahwa kemampuan setiap jenis pajak daerah
dalam kembali ke kondisi pra-pandemi berbeda-beda. Beberapa jenis pajak
mengalami pemulihan cepat, sedangkan sebagian lainnya masih mengalami
hambatan.

Tabel 2. Pola Pemulihan Pajak Daerah Kota Jambi Tahun 2024 terhadap 2019

Kategori  |Jenis Pajak Pemulihan
Pulih Total |Hotel, Restoran, BPHTB, PBB-P2, Pajak Penerangan |>100%
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Kategori |Jenis Pajak Pemulihan
Jalan
Hampir . . o
Pulih Pajak Hiburan 96,7%
: : , 80,6% dan
Belum Pulih |Pajak Reklame dan Parkir 59 9%

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pajak yang memiliki sistem pemungutan
lebih stabil seperti PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Penerangan Jalan lebih cepat pulih
dibandingkan pajak yang bergantung pada mobilitas masyarakat seperti parkir dan
reklame.

Pajak Parkir menjadi jenis pajak dengan pemulihan terendah yaitu 59,9%,
sedangkan Pajak Reklame sebesar 80,6%. Kondisi ini menunjukkan masih adanya
permasalahan pada aspek pendataan, pengawasan, dan digitalisasi transaksi.
Kemandirian Fiskal Kota Jambi

Analisis kemandirian fiskal menunjukkan bahwa Kota Jambi masih memiliki
tingkat ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Rata-rata rasio
kemandirian fiskal selama periode 2014-2024 hanya sebesar 23,84% dan berada
pada kategori rendah.

Meskipun PAD mengalami peningkatan setelah pandemi, kontribusinya
terhadap total pendapatan daerah masih berada di bawah 30%. Hal ini menunjukkan
bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah menjadi faktor penting dalam
memperkuat kapasitas fiskal Kota Jambi.

Prioritas Strategi Optimalisasi Pajak Daerah Menggunakan AHP

Hasil pengolahan AHP menunjukkan bahwa seluruh matriks memiliki nilai

Consistency Ratio (CR) <0,10 sehingga penilaian responden dinyatakan konsisten.

Tabel 3. Prioritas Strategi Optimalisasi Pajak Daerah

Strategi Bobot|Peringkat
Integrasi Sistem Pembayaran dan Monitoring Pajak Daerah|0,466 |1
Digitalisasi Pengawasan PBJT Jasa Parkir 0,277 |2
Penataan dan Pendataan Ulang Pajak Reklame 0,161 |3
Penguatan Penegakan Hukum Pajak 0,096 |4

Hasil pengolahan AHP menunjukkan bahwa seluruh matriks perbandingan
memiliki nilai Consistency Ratio (CR) kurang dari 0,10 sehingga penilaian responden
dinyatakan konsisten. Prioritas utama pada strategi integrasi sistem pembayaran dan
monitoring pajak menunjukkan bahwa permasalahan utama optimalisasi pajak daerah
Kota Jambi tidak hanya berkaitan dengan potensi penerimaan, tetapi juga aspek
administrasi, kualitas basis data, dan efektivitas pengawasan.
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Hasil tersebut menunjukkan bahwa strategi utama yang perlu dilakukan
Pemerintah Kota Jambi adalah integrasi sistem pembayaran dan monitoring pajak
daerah. Strategi ini dinilai mampu mengatasi masalah utama berupa fragmentasi data,
keterlambatan pelaporan, dan potensi kebocoran penerimaan.

Strategi kedua adalah digitalisasi pengawasan PBJT jasa parkir karena sektor
ini memiliki tingkat pemulihan paling rendah. Implementasi sistem elektronik
dipandang mampu meningkatkan transparansi transaksi dan mengurangi kebocoran
akibat pembayaran tunai.

Strategi berikutnya adalah pendataan ulang Pajak Reklame melalui
pemutakhiran basis data objek pajak. Sementara itu, penguatan penegakan hukum
menjadi strategi pendukung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai optimalisasi pajak daerah Kota Jambi
pasca pandemi Covid-19 menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP),
diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja pajak daerah Kota Jambi mengalami penurunan pada masa pandemi
Covid-19 akibat melemahnya aktivitas ekonomi, namun kembali mengalami
pemulihan pada periode pascapandemi yang ditunjukkan oleh peningkatan
realisasi penerimaan pajak daerah dan kontribusinya terhadap PAD.

2. Pola pemulihan antar jenis pajak daerah menunjukkan perbedaan. Pajak yang
memiliki sistem pemungutan lebih stabil cenderung pulih lebih cepat,
sedangkan pajak yang bergantung pada aktivitas usaha dan pengawasan
lapangan seperti Pajak Reklame dan Pajak Parkir mengalami pemulihan yang
lebih lambat.

3. Berdasarkan analisis AHP, strategi prioritas optimalisasi pajak daerah Kota
Jambi adalah integrasi sistem pembayaran dan monitoring pajak daerah.
Strategi tersebut dinilai paling efektif dalam meningkatkan transparansi,
memperkuat pengawasan, mengurangi potensi kebocoran penerimaan, serta
mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pajak daerah
lebih efektif dilakukan melalui penguatan tata kelola, digitalisasi sistem perpajakan,
dan peningkatan kualitas basis data dibandingkan hanya mengandalkan peningkatan
pengawasan administratif.
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